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PETUNJUK PENGGUNAAN

Deskripsi
Bahan ajar Kesiapsiagaan bencana banjir ini terdiri dari 1 (satu) materi pokok yang membahas mengenai kesiapsiagaan bencana banjir.

Mahasiswa mempelajari keseluruhan bahan ajar ini dengan cara yang berurutan. Pemahaman setiap materi pada bahan ajar ini diperlukan untuk memahami kesiapsiagaan bencana banjir. Setiap materi pokok dilengkapi dengan latihan yang menjadi alat ukur tingkat penguasaan mahasiswa setelah mempelajari materi pada materi pokok.

Persyaratan
Dalam mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa diharapkan dapat menyimak dengan seksama penjelasan dari pengajar, sehingga dapat memahami dengan baik materi yang merupakan materi inti/substansi. Untuk menambah wawasan, peserta diharapkan dapat membaca terlebih dahulu materi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana banjir dari sumber lainnya.

Metode
Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, metode yang dipergunakan adalah dengan kegiatan pemaparan yang dilakukan oleh Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator, adanya kesempatan diskusi dan studi kasus.

Alat Bantu/Media
Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran ini, diperlukan Alat Bantu/Media pembelajaran tertentu, yaitu: LCD/projector, Laptop, white board dengan spidol dan penghapusnya, bahan tayang, serta bahan ajar.
Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, mahasiwa diharapkan mampu memahami kesiapsiagaan bencana banjir.

A. Diseminasi Bahan ajar
1. Petunjuk penggunaan bahan ajar
a. Bacalah bahan ajar ini dengan seksama.

b. Jika ada yang kurang dipahami, agar ditanyakan pada fasilitator yang akan menjelaskan bahan ajar ini.

c. Pada bahan ajar ini membahas tentang Kesiapsiagaan bencana banjir.
d. Sebelum menggunakan bahan ajar ini, mahasiswa dan atau pembaca bahan ajar dimohon terlebih dahulu melakukan cek kemampuan dengan menjawab pertanyaan di halaman awal bahan ajar ini.

e. Setelah mendapatkan penjelasan tentang materi yang tertuang dalam bahan ajar ini, kembali pembaca bahan ajar dan atau Mahasiswa menjawab pertanyaan yang ada pada butir evaluasi di halaman akhir bahan ajar ini.

2. Peta Pikiran (Mind Map)
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Gambar 1. Mind Map

3. Tujuan Pembelajaran
3.1
Tujuan Instruksional Umum

a. Memberikan penjelasan guna meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait kesiapsiagaan bencana banjir.
b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan kerusakan sungai.
3.2
Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti diseminasi dan atau membaca/memahami bahan ajar, pembaca/ mahasiswa mampu: 

a. Menerapkan kesipsiagaan bencana banjir.
b. Mengetahui dan merencanakan tindakan kesiapsiagaan bencana banjir.

4.
Sasaran Keluaran pembelajaran
Sasaran keluaran dari diseminasi ini adalah pengelolaan Kesiapsiagaan bencana banjir yang terjadi
5.
Lingkup Materi Bahan ajar 

Bahan ajar ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, batang tubuh, dan bagian kelengkapan akhir. Batang tubuh atau materi bahan ajar membahas lingkup sebagai berikut:

a. Permasalahan pengamanan sungai

b. Norma/kebijakan pengamanan sungai

c. Konsep dan pengertian

d. Survei identifikasi jenis kerusakan sungai

e. Analisis penyebab kerusakan sungai

f. Perencanaan pengamanan dan pelaksanaan konstruksi bangunan pengamanan sungai

6.
Langkah-langkah penyampaian bahan ajar
Penyampaian Bahan ajar pengamanan sungai dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kesiapsiagaan bencana banjir
Langkah-langkah atau strategi yang akan diambil sebagai berikut:

1) Pembukaan dan perkenalan

Fasilitator melakukan pembukaan dan perkenalan pada awal sesi.

2) Cek kemampuan

Cek kemampuan dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan/kemampuan awal pembaca bahan ajar dan atau para mahasiswa (target group) tentang Kesiapsiagaan bencana banjir yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengamanan sungai. Cek kemampuan dilakukan dengan cara memberi pertanyaan kepada para mahasiswa dan mengevaluasi jawaban yang sudah diisi oleh mahasiswa. 

3) Strategi dan teknis penyampaian materi diseminasi

Metode penyampaian materi diseminasi dilakukan dengan cara presentasi oleh fasilitator/diseminator 

a. Fasilitator memberikan pengantar tentang materi pembelajaran menyangkut tujuan dan garis besar pokok-pokok materi pembelajaran. Fasilitator menyampaikan mind map bahan ajar, yang merupakan garis besar dari materi bahan ajar yang akan diberikan. Dengan demikian, audience bisa mengetahui garis besar bahasan materi yang akan disampaikan. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait bahan ajar yang disampaikan. 

b. Fasilitator bertanya dan meminta beberapa mahasiswa mengungkapkan pemahaman dan pengalamannya yang berkaitan dengan kerusakan sungai/pengamanan sungai. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan para mahasiswa. Desain diskusi yang dilakukan yaitu dengan cara tanya jawab langsung antara mahasiswa dengan fasilitator/diseminator yang dipandu oleh moderator. Alokasi waktu yang diberikan ± 1,5 jam untuk sesi penyampaian materi dan diskusi. 

c. Presentasi dilakukan di dalam ruangan. Dalam proses presentasi dilakukan komunikasi dua arah. Alat komunikasi berupa powerpoint, handout, dll, yang berisi materi terkait bahan ajar yang disampaikan beserta Kesiapsiagaan bencana banjir yang digunakan Ketika presentasi..

4) Peningkatan motivasi dan antusiasme mahasiswa
Untuk memotivasi dan meningkatkan antusiasme mahasiswa diseminasi, fasilitator/diseminator harus bisa mengemas dengan sebaik mungkin bagaimana penyampaian materinya agar tidak membosankan. Penyampaian materi terkait yang berisi materi-materi visual lebih diminati mahasiswa diseminasi. Dalam penyampaian materi, dituntut interaksi aktif fasilitator dengan para mahasiswa diseminasi melalui komunikasi dua arah, baik itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa diseminasi ataupun dengan cara diskusi langsung dengan para mahasiswa. Dari sini, fasilitator/diseminator bisa mengukur sejauh mana tingkat pemahaman para mahasiswa sebagai bahan bagaimana strategi penyampaian materi yang lebih berbobot. Kesimpulan materi pembelajaran

Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi dan menyampaikan materi pembelajaran untuk melengkapi atau mengkoreksi pemahaman mahasiswa.

5) Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur pemahaman para mahasiswa (target group) tentang Kesiapsiagaan bencana banjir yang terkait dengan pengamanan sungai. Evaluasi dilakukan dengan cara memberi pertanyaan kepada para mahasiswa terkait pengamanan sungai. Pertanyaan yang diberikan biasanya hampir sama dengan pertanyaan pada cek kemampuan awal, namun ada penambahan pertanyaan dengan pertimbangan karena pemahaman mahasiswa telah bertambah setelah mengikuti diseminasi ini.

 7.
Bagan Alir Pelaksanaan Diseminasi
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Gambar 2.  Bagan alir pelaksanaan diseminasi
B. MATERI BAHAN AJAR
1. Pengertian dan Definisi
1) Banjir adalah suatu keadaan sungai dimana aliran airnya tidak tertampung oleh palung sungai.

2) Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
3) Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut.

4) Daerah Sempadan adalah lahan yang dibatasi oleh garis sempadan dengan kaki tanggul sebelah luar atau antara garis sempadan dan tebing tinggi untuk sungai yang tidak bertanggul.

5) Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

6) Daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran, atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
7) Daerah Retensi adalah lahan yang ditetapkan untuk menampung air banjir untuk sementara waktu.

8) Dataran Banjir adalah lahan yang pada waktu-waktu tertentu terlanda atau tergenang air banjir.

9) Debit banjir rencana adalah debit banjir yang dipakai untuk dasar perencanaan pengendalian banjir, dan dinyatakan menurut kala ulang tertentu. Besarnya kala ulang ditentukan dengan mempertimbangkan segi keamanan dengan resiko tertentu, serta kelayakannya baik teknis maupun lingkungan.

10) Daerah Rawan Banjir adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulangkali).
11) Daerah Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
12) Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan sungai yang didasarkan pada debit rencana sekurang-kurangnya 50 tahun.
13) Floodproofing (tahan banjir) adalah suatu tindakan yang berusaha meminimalkan potensi dampak banjir di suatu lokasi yang rawan  terhadap air banjir.
14) Garis sempadan sungai adalah garis maya batas luar pengamanan sungai.

15) Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16) Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17) Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
18) Konservasi Sumber Daya Air adalah semua upaya untuk mengawetkan, melindungi, mengamankan, mempertahankan, melestarikan, dan mengupayakan keberlanjutan keberadaan sumber daya air yang serasi, seimbang, selaras dan berguna sepanjang masa.
19) Pengendalian banjir adalah upaya fisik dan non fisik untuk pengamanan banjir dengan debit banjir sampai tingkat tertentu yang layak (bukan untuk debit banjir yang terbesar).

20) Penanggulangan banjir adalah segala upaya yang dilakukan agar banjir tidak menimbulkan gangguan dan kerugian bagi masyarakat, atau untuk mengurangi dan menekan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh banjir.

21) Pengelolaan dataran banjir (Flood Plain Management) adalah pengelolaan dataran banjir sedemikian rupa sehingga meminimal akibat banjir yang mungkin terjadi.

22) Pengelolaan Sumber Daya Air adalah semua upaya untuk merencanakan, melaksanakan, menyelenggarakan, mengendalikan, menggunakan, mengeksploitasi, memelihara, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, serta mewujudkan ketersediaannya di setiap waktu, pada lokasi yang diperlukan, dengan jumlah yang memadai, dengan mutu yang memenuhi syarat, dan memberikan manfaat pada masyarakat.
23) Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
24) Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan tata ruang.
25) Prasarana dan Sarana adalah bangunan fisik yang terkait dengan kepentingan umum dan keselamatan umum, seperti prasarana dan sarana perhubungan, prasarana dan sarana sumber daya air, prasarana dan sarana permukiman, serta prasarana dan sarana lainnya.

26) Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
27) Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air termasuk sumberdaya alam non hayati yang terkandung di dalamnya serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

28) Satuan Wilayah Sungai (SWS) adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.
29) Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
30) Tipologi Kawasan adalah penggolongan kawasan sesuai dengan karakter dan kualitas kawasan, lingkungan, pemanfaatan ruang, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, yang terdiri dari kawasan mantap, dinamis, dan peralihan.
31) Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan sumber dan penyebabnya, bencana dapat dibagi menjadi :

· Bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti : banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, kekeringan, angin ribut dan tsunami.

· Bencana non-alam adalah adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
· Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuan dari penanggulangan bencana adalah :

· memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

· menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

· menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
· menghargai budaya lokal;

· membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

· mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

· menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Permasalahan
Terjadinya serangkaian banjir dalam waktu relatif pendek dan berulang tiap tahun di hampir seluruh wilayah Indonesia, menuntut upaya lebih besar dalam mengantisipasinya sehingga kerugian dapat diminimalkan. Berbagai upaya pemerintah yang bersifat fisik (structural approach) ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir yang terjadi. 

Penanganan terpadu dengan upaya mengintegrasikan antara upaya yang bersifat teknis dan non teknis merupakan satu kesatuan penanganan bencana yang dapat dilakukan tidak saja pada saat terjadi bencana namun juga pada saat tidak terjadi bencana. Permasalahan teknis dan non teknis di daerah rawan banjir adalah sebagai berikut:
2.1   Masalah Teknis

1) Dataran banjir berkembang/dikembangkan menjadi kawasan budidaya: pemukiman/perkotaan, industri, pertanian, dan sebagainya tanpa mempertimbangkan adanya resiko tergenang banjir.
2) Kawasan yang mengalami masalah banjir meluas dari tahun ke tahun dengan bobot masalah yang semakin meningkat.
3) Terjadinya perubahan watak banjir (debit banjir semakin membesar); menurunkan kinerja sistem pengendali banjir yang ada.
4) Upaya struktur/sistem pengendali banjir dan drainase hanya untuk mengendalikan banjir s/d besaran banjir tertentu (sistem pengendali banjir dengan debit banjir rencana 5-100 tahunan, dan sistem drainase 2-10 tahunan), dan bukan banjir yang terbesar, sistem yang ada pada umumnya belum disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya debit banjir yang lebih besar dalam rangka flood damage management, termasuk SOP-nya.
5) Pembangunan bendungan dengan Probable Maximum Flood (PMF) mensyaratkan adanya dam break analysis; namun persyaratan itu tidak berlaku untuk tanggul, padahal resiko terjadinya kerusakan/bobol pada tanggul jauh lebih besar.

6) Terdapatnya kerancuan antara sistem pengendali banjir dan sistem drainase di kawasan pemukiman/perkotaan.
7) Perencanaan dan pengoperasian sistem pengendali banjir termasuk prakiraan dan peringatan dini tidak tepat dan akurat akibat terbatasnya data dan informasi yang benar dan berlanjut.
8) Kinerja sistem pengendali banjir semakin menurun akibat terbatasnya kegiatan O & P, pemantauan, serta terjadinya perubahan watak banjir.
2.2   Masalah Non Teknis

1) Belum terdapat kesamaan persepsi dan pengertian di kalangan stakeholders (pemerintah, masyarakat/LSM, Swasta) menyangkut banjir, masalah banjir dan upaya mengatasinya sehingga mengakibatkan kontra produktif terhadap pencapaian tujuan penanganan masalah.

2) Belum difahaminya fenomena alam yang dinamis menimbulkan terjadinya kerancuan, kesalahfahaman, simpang siur, dan misleading yang antara lain dapat memicu timbulnya class action

3) Masyarakat di dataran banjir belum semuanya memahami dan menyadari adanya resiko tergenang banjir yang bisa terjadi kapan saja sehingga tidak siap bila sewaktu-waktu terjadi banjir  

4) Masyarakat belum memahami kinerja sistem pengendali banjir dan drainase yang terbatas, sehingga terjadi over confidence dan over investment pembangunan  di dataran banjir, serta tidak siap menghadapi bencana yang masih bisa terjadi (pada saat sistem tidak berfungsi akibat rusak dan/atau lumpuh karena kapasitasnya terlampaui), kapan saja.

5) Terdapat potensi konflik antar daerah sehubungan dengan batas administrasi yang berbeda dengan batas DAS/DPS atau wilayah sungai. Belum ada pengaturan yang jelas yang dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, termasuk sistem trade off antara pemanfaatan di hilir dan konservasi di hulu.

6) Pembangunan prasarana dan sarana fisik pengendali banjir belum diikuti dengan pembentukan instansi pengelola yang bersifat permanen dengan sumber dana O & P yang jelas sehingga terjadi proyek yang never ending/menerus.

7) Masalah banjir semakin meningkat, namun sebaliknya sumber daya manusia yang spesialis dan profesional di bidang ini semakin langka

8) Dominasi pemerintah dengan penanganan fisiknya telah mengikis budaya kemandirian dan gotong royang di kalangan masyarakat, dan sebaliknya telah menimbulkan apatisme, ketergantungan dan bahkan sering muncul pernyataan tidak puas dan protes dari masyarakat.

9) Kesadaran masyarakat dalam ikut mengatasi masalah banjir masih rendah; pemukiman bantaran, pemukiman yang sempitkan sungai, sampah, operasi bendung gerak seperti halnya untuk bendung tetap, pemotongan tanggul, tanaman/rumah di tubuh tanggul, dsb.

10) Penegakan hukum dan pengawasan belum berjalan dengan baik

3. Norma/Kebijakan Terkait dengan Banjir
1) Kebijakan berupa Undang – Undang:

a) UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang

b) UU No. 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana

c) UU No. 19/2004 Tentang Kehutanan

d) UU No. 7/ 2004 Tentang Sumber Daya Air

2) Kebijakan berupa Peraturan Pemerintah :
a) PP No. 42/2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

b) PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

c) PP No. 22/2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

d) PP No. 21/2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3) Kebijakan berupa Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden :
a) Perpres No. 12/2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air

b) Perpres No. 89/2007 Tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

4) Kebijakan berupa Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri dari beberapa Departemen: 
(1) Departemen Pekerjaan Umum:
a) Permen PU No. 04/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi. Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai.

b) Permen PU No. 11a/PRT/M/2006 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

c) Permen PU No. 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah dan Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

d) Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 342/KPTS/M/2002 Tentang Pelimpahan Pemberian Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan sumber-sumber air di wilayah Sungai Bengawan Solo Kepada Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur

(2) Departemen Kehutanan:
a) Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 26/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.

b) Kesepakatan Bersama antara Menteri Kehutanan dengan Menteri PU dengan Menteri Pertanian No. PKS 10/Menhut.V/2007; No. 06/PKS/M/2007; No. 100/TU.210/M/5/2007 Tentang Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kiritis untuk Konservasi Sumber Daya Lahan dan Air.

4. Pembatasan Kajian
Di dalam bahan ajar kesiapsiagaan bencana banjir pembahasan akan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:
1) Pengertian dan dasar hukum/kebijakan yang terkait dengan masalah banjir.
2) Penyebab terjadinya dan kesiapsiagaan menghadapibanjir.
3) Manajemen pengelolaan banjir.
4) Upaya yang perlu dilakukan dalam kesiapsiagaan bencana banjir baik tindakan sebelum, selama terjadi dan setelah terjadinya banjir.

5) Koordinasi antar lembaga/instansi yang terkait baik sebelum, pada saat terjadi dan setelah terjadinya banjir.
5. Materi Bahasan
5.1   Penyebab Terjadinya Banjir
Sebelum melakukan upaya-upaya menangani banjir, perlu diketahui terlebih dahulu penyebab banjir. Penyebab banjir dapat digolongkan dalam tiga katagori yaitu karena kondisi alam, kejadian alam murni dan sebagai akibat aktifitas manusia. Menurut jenisnya banjir dibagi dua yaitu banjir kiriman dan banjir lokal. Banjir kiriman yaitu banjir yang terjadi karena kiriman aliran dari hulu walaupun di daerah tersebut tidak ada hujan. Sedangkan banjir lokal banjir yang terjadi karena hujan lokal. Menurut kejadiannya juga ada dua yaitu banjir limpasan dan genangan. Banjir limpasan karena limpasan dari badan air dan banjir genangan karena daerahnya cekung yang hanya menerima dari hujan lokal. 

5.1.1 Penyebab Banjir Karena Kondisi Alam (Statis)

1) Geografi.

2) Topografi.
3) Geometri sungai: kemiringan dasar sungai,meandering, sedimentasi, ambal alam.

5.1.2 Penyebab Banjir Karena Kejadian Alam (Dinamis)
Mencakup beberapa hal yang dapat terjadi sendiri-sendiri atau kombinasi dari beberapa kejadian seperti berikut: 

1) Curah hujan yang tinggi dan merata;
2) Kapasitas alur sungai yang tidak mencukupi; 

3) Adanya hambatan aliran yang menjadikannya arus balik berupa:

a) Penyempitan alur sungai atau ambang alam yang mengakibatkan pembendungan air sungai. 
b) Pertemuan dua aliran misal anak sungai dan sungai utama dan pasang air laut. 
c) Adanya hambatan aliran oleh faktor geometri alur sungai berupa belokan-belokan sungai (meandering river) dan endapan material di alur sungai (braided river) dan kemiringan sungai yang landai, yang memungkinkan terjadinya agradasi dasar sungai.

5.1.3 Penyebab Banjir Karena Kegiatan Manusia (Dinamis)
Meliputi semua kegiatan yang menghambat aliran maupun memperbesar limpasan permukaan sebagai contoh: 

1) Bantaran banjir untuk bangunan Pengembangan daerah pemukiman disepanjang tepi alur sungai.

2) Perubahan tata guna lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan limpasan permukaan (Runoff) menjadi besar.
3) Pembangunan bangunan-bangunan air yang menyebabkan terjadinya hambatan terhadap aliran. 

4) Adanya peninggian tanah untuk bangunan/pemukiman yang mengubah topografi sehingga banyak air yang terperangkap tidak dapat mengalir ke saluran/sungai.

5) Pembuangan sampah di saluran atau sungai .
6) Kerusakan Bangunan pengendali banjir.

7) Perencanaan sistim pengendali banjir yang kurang sesuai. 
8) Banjir dapat terjadi disebabkan salah satu sebab atau lebih misalnya kejadian alam dan kesalahan manusia, antara limpasan dan hujan lokal, antara banjir kiriman dan banjir lokal serta hujan dengan intensitas tinggi dibarengi dengan pasang air laut yang tinggi. Kejadian ini akan menyebabkan banjir yang besar dan mungkin membuat kerugian yang besar juga.

5.2   Kesiapsiagaan Menghadapi Banjir
5.2.1   Tahap sebelum terjadi banjir

Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bahaya banjir meliputi:

a). Penyebarluasan peraturan perundang-undangan/ informasi-informasi baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan masalah banjir,

b). Pemantauan lokasi-lokasi rawan (kritis) secara terus menerus;

c). Optimasi pengoperasian prasarana dan sarana pengendali banjir;

d). Penyebarluasan informasi Daerah Rawan Banjir, ancaman bahaya dan tindakan yang harus diambil oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;

e). Peningkatan kesiapsiagaan organisasi dan menejemen pengendalian banjir dengan menyiapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan dan berorientasi kepada pemotivasian individu dalam masyarakat setempat agar selalu siap sedia mengendalikan ancaman bahaya;

f). Persiapan evakuasi ke lokasi yang lebih aman.

g). Penyediaan bahan-bahan banjiran untuk keadaan darurat seperti karung plastik, bronjong kawat, dan material-material pengisinya seperti pasir, batu dan lain-lain, dan disediakan pada lokasi-lokasi yang diperkirakan rawan/kritis. 
h). Penyediaan peralatan berat (backhoe/excavator, truk, bulldozer dll) disiagakan pada lokasi yang strategis, sehingga sewaktu-waktu mudah dimobilisasi.

i). Penyiapan peralatan dan kelengkapan evakuasi seperti perahu, pelampung dan sebagainya.

5.2.2   Saat Terjadinya Banjir

Kejadian banjir pada umumnya timbul secara mendadak dan berlangsung cepat, meskipun gejala-gejalanya dapat diketahui sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan sering timbul korban jiwa ataupun kerusakan rumah, harta benda dan prasarana umum lainnya yang dapat menimbulkan dampak negatif pada komponen fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya misalnya :

a) Kerusakan dan tidak berfungsinya bangunan/sarana pengendalian banjir.

b) Kerusakan dan tidak berfungsinya prasarana dan sarana umum seperti jalan, air bersih, listrik dan sistem drainase.

c) Rusaknya estetika lingkungan.

d) Hilang atau musnahnya rumah dan harta benda masyarakat, atau bahkan jiwa manusia.

e) Hilangnya mata pencaharian penduduk.

f) Timbulnya wabah penyakit karena kekurangan air bersih, kondisi penampungan sementara dan sistem sanitasi yang buruk, serta timbulnya bau-bau yang tidak enak misalnya bangkai binatang.

g) Keresahan sosial masyarakat.

h) Meningkatnya tindak kriminal.

i) Terjadinya konflik sosial masyarakat. 

Selama banjir terjadi, dampak-dampak tersebut di atas perlu segera ditangani melalui upaya penanganan darurat (emergency response & relief), agar tidak menimbulkan dampak lanjutan yang menyebabkan rasa keputusasaan bagi penduduk yang terkena musibah. Upaya yang dilakukan harus cepat seperti :

a) Mengamati elevasi (ketinggian) muka air sungai/waduk atau mengamati kondisi tanggul dan bangunan pengendali banjir dan bangunan lainnya yang berada di sungai (dinilai kritis), serta tindakan penanganan darurat bila ditemukan tanggul/bangunan yang diperkirakan terancam keamanannya guna mencegah timbulnya bahan banjir di samping harus tetap ada beberap anggota regu peronda yang melaksanakan tugas perondaan.
b) Bila muka air sungai telah mencapai suatu batas elevasi bahaya/tingkat tertentu (SIAGA I, II, dan III) setiap regu diharuskan segera mengirim berita kepada petugas yang telah ditetapkan.
c) Setiap berita yang dilaporkan oleh beberapa pihak hendaknya dikonfirmasikan pada suatu tempat yang ditetapkan sebagai Pos Komando. Penanggulangan banjir untuk mengantisipasi terjadinya berita.

d) Peringatan dini/pemberitaan kepada masyarakat tentang adanya tingkat bahaya banjir, agar dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan terlanda bencana banjir.
e) Tanggap darurat, yang merupakan usaha pengerahan unsur-unsur penanggulangan bencana alam/banjir, untuk segera melaksanakan usaha-usaha pencegahan meluasnya/parahnya kerusakan bangunan pengendali banjir serta mengurangi dampak yang akibatnya/mungkin terjadi.
f) Evakuasi penduduk yang terkena banjir.
g) Menyediakan tempat penampungan sementara.
h) Pembuatan MCK sementara di tempat penampungan.

i) Dapur umum dan bantuan keperluan sehari-hari: pakaian layak pakai, selimut, alas tidur, obat-obatan.

Indikator keberhasilan dalam pengelolaan ini adalah apabila pelaksanaan penanganan darurat berjalan dengan lancar, emosional korban menurun dan peran serta masyarakat cukup besar dalam membantu saudara-saudaranya yang terkena musibah.

5.2.3   Setelah Terjadinya Banjir
Pengaruh negatif yang timbul selama banjir terjadi, pada umumnya terus berlanjut, dengan intensitas yang relatif lebih kecil, karena telah adanya upaya-upaya penanggulangan darurat (emergency response & relief). Berbagai dampak diperkirakan akan meningkat antara lain:

a) Meningkatnya wabah penyakit baik karena tercemarnya air bersih ataupun karena banyaknya bangkai binatang.

b) Terganggunya kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

c) Rusaknya estetika lingkungan.

d) Rusaknya infrastruktur seperti: rumah, jalan, sekolah, pasar, perkantoran dan sebagainya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan tindakan segera yaitu :

1) Melaksanakan inventarisasi kerusakan yang diakibatkan (misalnya : jumlah korban, kerusakan bangunan pengendali banjir, bangunan prasarana umum, besar kerugian yang diderita dan lain sebagainya).

2) Membuat peta akibat banjir dilengkapi dengan data-data, tanggal kejadian, lokasi kejadian, luas genangan, kedalaman genangan dan lain-lain.

3) Mengadakan  evaluasi sebab-sebab terjadinya bencana banjir.
4) Mengusulkan rencana perbaikan kembali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan banjir, yang bersifat darurat/permanen segera dengan dilengkapi rencana kebutuhan biayanya. 

5) Membuat laporan mengenai butir-butir di atas ke instansi yang berwenang/lebih tinggi.
6) Bersifat rehabilitasi untuk pemulihan prasarana dan sarana umum yang mengalami kerusakan.

7) Pemulihan terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat seperti pengobatan gratis.

8) Bantuan air bersih.

Indikator keberhasilan dalam mengatasi masalah tersebut antara lain normalnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, membaiknya kondisi permukiman, prasarana dan sarana umum serta serta berfungsinya peran masyarakat.  Selain dampak negatif yang ditimbulkan, dengan adanya banjir dapat juga menghasilkan lahan yang subur di suatu areal pertanian, karena terjadinya tumpukan lapisan lumpur yang mengandung unsur hara penyubur tanaman.

5.3   Manajemen Pengelolaan Banjir
Penanganan masalah banjir merupakan salah satu aspek dari seluruh kegiatan dalam rangka pengelolaan sumber daya air di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bersangkutan, sehingga misi pengendalian banjir harus terpadu dan membentuk satu kesatuan sistem dengan misi perlindungan (konservasi) dan pendayagunaan sumber daya air. Kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah banjir yang terbaik selama ini adalah berupa pencegahan (preventif) dan penjinakkan (mitigasi) sebelum terjadinya banjir dengan menggunakan kombinasi antara pekerjaan struktur (bangunan pengendali banjir) dan non struktur (perbaikan DAS). Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan banjir digolongkan dalam 2 katagori yaitu teknis dan non teknis.
Usaha  pengendalian  banjir  (flood  control)  bertujuan  untuk memperkecil  risiko  terjadinya banjir  sampai batas  tertentu. Dalam pengelolaan  risiko banjir  terdapat  beberapa kegiatan  fisik  (technical measures) maupun kegiatan non  fisik  (non-technical  measures). Penanganan secara fisik dapat disebutkan kegiatan Perpetaan (cartography),  pengendalian banjir  (flood  control works), dan penanggulangan banjir  (flood  fighting).  Sedangkan  pengendalian  banjir  secara  non  fisik  dapat  meliputi  Flood  Zone  Management,  pembuatan  Pedoman  Penanggulangan  Banjir,  Pedoman  Evakuasi,  Serta  sistim  peramalan  dan  informasi  banjir.  Sehingga  diharapkan  saat  terjadi  banjir,  masyarakat sudah memiliki pengetahuan dasar bagaimana harus bertindak yang tepat. Ilustrasi hubungan sebab akibat terjadinya banjir disajikan dalam Gambar 3. 
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Gambar 2.1. Hubungan Sebab-Akibat Terjadinya Banjir (Sumber Dinas PSDA, 2003)
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Gambar. 3.    Hubungan sebab akibat terjadinya banjir 

5.3.1   Kesiapsiagaan bencana banjir
Penanggulangan banjir bertujuan untuk mengurangi dan memperkecil resiko kerugian yang timbul akibat peristiwa banjir. Upaya penanggulangan banjir dibutuhkan dukungan biaya yang besar, karena itu setiap sistem pengendalian banjir yang direncanakan mempunyai keterbatasan pada tingkat banjir tertentu berdasarkan kelayakan pertimbangan teknis, ekonomis dan lingkungan. Jadi setiap rencana pengendalian banjir bukan bertujuan untuk menanggulangi resiko terjadinya debit banjir yang terbesar, sehingga dalam pengendalian banjir tidak dikenal adanya istilah ”daerah bebas banjir”. Kegiatan penanggulangan banjir disusun dalam tahapan sebagai berikut:
a. Penjinakan (mitigasi)

Penjinakan ancaman bahaya banjir dilakukan agar keadaan darurat yang ditimbulkan oleh bahaya banjir dapat diringankan atau dijinakan efeknya melalui antara lain:

1) Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir.

2) Perlindungan sumberdaya air dan lingkungan.

b. Tanggap Darurat

Tanggap darurat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mengatasi keadaan darurat akibat banjir, dilakukan dengan cara :

1) mengerahkan sumberdaya seperti: personil, bahan banjiran, peralatan, dana dan bantuan darurat;

2) menggerakkan masyarakat dan petugas satuan tugas kesiapsiagaan bencana banjir (Satlak dan Satkorlak)

3) mengamankan secara darurat sarana dan prasarana pengendali banjir yang berada dalam kondisi kritis.

4) mengevakuasi penduduk dan harta benda.

c. Pemulihan

Pemulihan dilakukan terhadap sarana dan prasarana sumberdaya air serta lingkungannya akibat bencana banjir kepada fungsi semula, melalui:

1) Inventarisasi dan dokumentasi kerusakan sarana dan prasarana sumberdaya air, kerusakan lingkungan, korban jiwa dan perkiraan kerugian yang ditimbulkan.

2) Merencanakan dan melaksanakan program pemulihan berupa: rehabilitasi, rekonstruksi atau pembangunan baru sarana dan prasarana sumberdaya air.

3) Penataan kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana banjir

d. Pengawasan

Salah satu tugas Dinas dan atau badan hukum yang mengelola wilayah sungai adalah melaksanakan pengendalian banjir. Agar tugas tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya maka diperlukan pengawasan oleh Satkorlak dan Satlak yang meliputi :

1) Pengawasan terhadap dampak dari banjir

2) Pengawasan terhadap upaya penanggulangannya

5.3.2   Pengendalian Banjir

Pengendalian banjir dimaksudkan untuk memperkecil dampak negatif dari bencana banjir, antara lain korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan dan terganggunya kegiatan sosial ekonomi.

a. Prinsip Pengendalian Banjir
1) Menahan air sebesar mungkin di hulu dengan membuat waduk dan konservasi tanah dan air.
2) Meresapkan kedalam tanah air hujan sebanyak mungkin dengan sumur sumur resapan atau rorak dan menyediakan daerah terbuka hijau.
3) Mengendalikan air di bagian tengah dengan menyimpan sementara di daerah retensi;

4) Mengalirkan air secepatnya ke muara atau ke laut dengan menjaga kapasitas wadah wadah air.
5) Mengamankan penduduk, prasarana vital, harta benda.
b. Strategi Pengendalian Banjir
Dalam melakukan pengendalian banjir perlu disusun strategi agar dapat dicapai hasil yang diharapkan.
Strategi pengendalian banjir meliputi:

1) Pengendalian tata ruang.
Pengendalian tata ruang dilakukan dengan perencanaan penggunaan ruang sesuai kemampuannya dengan mepertimbangkan permasalahan banjir, pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang telah memperhitungkan Rencana Induk Pengembangan Wilayah Sungai

2) Pengaturan debit banjir
Pengaturan debit banjir dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan
pengaturan: bendungan dan waduk banjir, tanggul banjir, palung sungai,
pembagi atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir, dan sistem polder.

3) Pengaturan daerah rawan banjir
Pengaturan daerah rawan banjir dilakukan dengan cara: 

(1) Pengaturan tata guna lahan dataran banjir (flood plain management). 

(2) Penataan daerah lingkungan sungai seperti: penetapan garis sempadan sungai, peruntukan lahan dikiri kanan sungai, penertiban bangunan disepanjang aliran sungai.
4) Peningkatan peran masyarakat.
Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian banjir diwujudkan dalam:

(1) Pembentukan forum peduli banjir sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan dalam pengendalian banjir.

(2) Bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mensosialisasikan program pengendalian banjir.

(3) Mentaati peraturan tentang pelestarian sumberdaya air antara lain tidak melakukan kegiatan kecuali dengan ijin dari pejabat yang berwenang untuk:

(a) mengubah aliran sungai; 

(b) mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai. 

(c) membuang benda -benda / bahan-bahan padat dan atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan mengganggu aliran,

(d) pengerukan atau penggalian bahan galian golongan C dan atau bahan lainnya.
5) Pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat dilakukan dengan:

(1) Penyediaan informasi dan pendidikan

(2) Rehabilitasi, rekonstruksi dan atau pembangunan fasilitas umum

(3) Melakukan penyelamatan, pengungsian dan tindakan darurat lainnya;

(4) Penyesuaian pajak;

(5) Asuransi banjir.

6) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Pengelolaan daerah tangkapan air dalam pengendalian banjir antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan:

(1) Pengaturan dan pengawasan pemanfaatan lahan (tata guna hutan, kawasan budidaya dan kawasan lindung);

(2) Rehabilitasi hutan dan lahan yang fungsinya rusak;

(3) Konservasi tanah dan air baik melalui metoda vegetatif, kimia, maupun mekanis;

(4) Perlindungan/konservasi kawasan – kawasan lindung.

7) Penyediaan Dana

Penyediaan dana dapat dilakukan dengan cara :

(1) Pengumpulan dana banjir oleh masyarakat secara rutin dan dikelola sendiri oleh masyarakat pada daerah rawan banjir.

(2) Penggalangan dana oleh masyarakat umum di luar daerah yang rawan banjir.
(3) Penyediaan dana pengendalian banjir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5.4   Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Banjir
Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah banjir adalah dengan cara teksis dan non teknis
5.4.1 Upaya Teknis
a. Upaya-upaya teknis dengan struktur meliputi:

1) Pembuatan atau peninggian tanggul, hal ini membutuhkan lahan yang agak sulit dipenuhi di pemukiman padat.

2) Pengerukan dasar sungai: upaya ini dilakukan untuk memperbesar kapasitas alurr sungai. Jika dilakukan tanpa upaya lain maka kegiatan ini dimungkinkan hanya memperbesar kapasitas sementara karena kondisi sedimentasi akan terulang lagi. Konsekuensinya kegiatan ini harus diulang secara periodik.

3) Membuat saluran pengelak banjir dan fasilitasnya yang dibangun di luar pemukiman untuk melindungi pemukiman dari banjir.

4) Pembuatan polder, dengan membangun tanggul pada daerah yang diamankan dan dikpmbinasi dengan sarana pompa.

5) Pengendalian banjir dengan membangun waduk pengendali banjir dan kombinasi dengan perbaikan sungai.

6) Perbaikan saluran drainase

7) Menyiapkan kolam retensi

b. Upaya-upaya teknis dengan  non struktur meliputi:

1) Pengelolaaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

2) Flood proofing

5.4.2 Upaya Non Teknis
Upaya-upaya Non Teknis meliputi:

1) Penyusunan pedoman penanganan masalah banjir secara menyeluruh dan terpadu.
2) Penyusunan pedoman pengelolaan dataran banjir (flood plain management) termasuk pembagian zona dataran banjir (flood plain zoning), peta resiko banjir (flood risk  map)  serta pedoman penggunaan lahan (land use regulation) di dataran banjir.
3) Penyusunan pedoman untuk melakukan flood proofing, pembuatan kolam retensi  (retention ponds), sumur resapan, kolam detensi (detention ponds) baik kolektif maupun individual, dsb. 

4) Peninjauan kembali pola penanganan masalah banjir pada setiap sungai yang menimbulkan masalah banjir, agar upaya penanganan masalah banjir  menyeluruh yang merupakan  kombinasi antara upaya struktur (in-stream) dan nonstruktur (off-stream) serta terpadu dengan pengembangan dan pengelolaan air dan sumber air dalam satu DAS/DPS/WS. Jenis-jenis kegiatan ditentukan berdasarkan analisis teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan. Peninjauan termasuk jenis struktur dan pola pengoperasiannya untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang lebih besar dari debit banjir yang dikendalikan, dalam rangka flood damage  management.
5) Penyiapan peta dataran banjir pada sungai-sungai yang menimbulkan masalah banjir berikut pembagian zona dan pola pemanfaatannya, disesuaikan dengan tingkat resiko/kerawanannya terhadap genangan banjir, untuk masukan bagi penataan ruang. Pembagian zona a.l meliputi: zona yang terlarang baik untuk permukiman maupun untuk prasarana penting lainnya; zona yang peruntukannya diatur (regulated zone) sehubungan dengan terdapatnya resiko tergenang banjir; dan zona bebas banjir (sampai banjir perioda ulang 50 tahunan atau 100 tahunan). 
6) Peninjauan kembali penataan ruang dan penyempurnaan upaya penataan lahan di DAS hulu sesuai dengan kriteria konservasi air dan tanah dengan cara teknik sipil (a.l. on-site storage berupa kolam detensi, kolam retensi, sumur resapan) maupun agro teknik.
7) Pembuatan model/percontohan berbagai rekayasa yang harmonis dengan lingkungan dan menunjang konservasi air,  seperti rumah panggung, kolam retensi, sumur  resapan, terasering,  lining untuk saluran dan sungai yang tidak kedap air, permukaan jalan yang tidak kedap air, dsb.
8) Pemasangan rambu-rambu/monumen/papan peringatan (flood warning board) di dataran banjir yang menunjukkan ketinggian genangan banjir yang lalu maupun yang kemungkinan bisa terjadi untuk berbagai tingkat/besaran banjir.
9) Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang berada di dataran banjir menyangkut adanya resiko/kemungkinan tergenang banjir, serta pemahaman bahwa kinerja prasarana dan sarana  pengendali banjir dan sistem drainase mempunyai keterbatasan dan tidak dapat mengubah dataran banjir menjadi terbebas dari banjir/genangan secara mutlak.
10) Pengosongan zona terlarang (daerah sempadan sungai termasuk bantaran sungai) dari hunian dan kegiatan masyarakat lainnya yang dilarang a.l. dengan melakukan penggusuran, kompensasi atau  relokasi,  serta pengendalian pembangunan di zona yang peruntukannya diatur (regulated zone).
11) Peninjauan kembali sistem prakiraan dan peringatan dini yang dikaitkan dengan prosedur dan tata cara tanggap darurat, termasuk penyiapan tempat dan sarana untuk evakuasi. 

12) Penguatan sistem pemantauan, pengumpulan dan evaluasi data hidrologi yang menyangkut seluruh aspek; bagi keperluan  perencanaan dan pengoperasian  sistem pengendali banjir, serta prakiraan dan peringatan dini.
13) Penetapan prosedur dan mekanisme kerja penanganan fisik akibat bencana alam banjir serta kriteria pekerjaan yang mendesak/darurat 

14) Kampanye dan gerakan masyarakat agar peduli dan mencintai sungai dan lingkungannya.
Upaya di atas bukan hanya satu kemungkinan tetapi masih ada kemungkinan lain dari kombinasi beberapa solusi yang terbaik. Untuk memilih alternatif yang terbaik perlu dipikirkan berbagai aspek baik dari segi dana, teknis maupun sosial. Upaya pengendalian bangunan air harus mengikuti kriteria-kriteria yang ada maupun tahapan –tahapan sesuai prosedurnya seperti tahap survei dan investigasi, perencanaan, perancangan sampai konstruksi. Dalam tahapan desain sebaiknya mengikuti kriteria desain dan SPM yang sudah ada.
5.5   Koordinasi
5.5.1   Lembaga Koordinasi

Berkaitan dengan pengendalian banjir, lembaga koordinasi yang ada adalah Tim Penanggulangan Bencana Alam. Pada tingkat nasional adalah Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS-PB), pada tingkat provinsi adalah Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (SATKORLAK-PB) dan pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK-PB).
Obyek yang dikoordinasikan dalam pengendalian serta penanggulangan banjir dapat dipisahkan menjadi pada tahap sebelum banjir, saat banjir dan setelah banjir..
a. Tahap Sebelum Banjir

1) Perencanaan rute evakuasi dan tempat penampungan penduduk.
2) Perencanaan program penyelamatan dan pertolongan kepada masyarakat.
3) Perencanaan rute pengiriman material penanggulangan pada tempat-tempat kritis.
4) Perencanaan rute pengiriman logistik kepada masyarakat.
5) Perencanaan jenis dan jumlah bahan serta peralatan banjiran.
6) Penyiapan sarana dan prasarana pendukung serta Sumberdaya Manusia.
b. Tahap Saat Banjir

1) Pengevakuasian penduduk sesuai dengan prosedur.
2) Pemberian bantuan kepada penduduk.
c. Tahap Sesudah Banjir

1) Pemulihan kembali pemukiman penduduk, prasarana umum, bangunan pengendali banjir, dan lain-lain.
2) Pengembalian penduduk ke tempat semula.
3) Pengamatan, pendataan kerugian dan kerusakan banjir.
5.5.2   Mekanisme Koordinasi

Koordinasi dalam pengendalian banjir dilakukan secara bertahap melalui Satlak, Satkorlak dan Bakornas. Dalam forum koordinasi tersebut, dilakukan musyawarah untuk memutuskan sesuatu yang sebelumnya mendengarkan pendapat dari anggota yang mewakili instansi terkait.

5.6   Kriteria Desain
Dalam mendesain Bangunan Pengendali Banjir, terdapat beberapa kriteria desain yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi.
5.6.1   Kriteria Desain Debit Banjir Desain

Penentuan besarnya Debit Banjir Desain tergantung pada ketersediaan data dan kebutuhan analisa. Jika hanya membutuhkan puncak banjir dapat dilakukan dengan analisa frekuensi tetapi jika membutuhkan penelusuran banjir maka harus dilakukan analisa hidrograf. 

a. Metode Berdasarkan Ketersediaan Data 
Metode berdasarkan ketersediaan data dilakukan seperti berikut:

1) Data debit banjir maksimum tahunan sesaat yang tersedia >20 tahun dan memenuhi syarat untuk analisa frekuensi (stasioner, homogen, independensi dan keacakan), perhitungan besarnya debit banjir desain dapat langsung dilakukan dengan distribusi frekuensi Gumbel, Log Pearson Tipe III, atau Log Normal 2 maupun Pearson III, baik dengan Cara Grafis maupun Cara Analitis.

2) Data debit banjir maksimum tahunan sesaat yang tersedia < 20 tahun dan > 10 tahun, perhitungan debit banjir desain dapat menggunakan Metode Analisis Regional yang merupakan hasil analisa menggunakan gabungan data dari berbagai DPS.

3) Apabila besarnya debit banjir diperkirakan dari data hujan dan data karakteristik DPS, maka besarnya debit banjir desain dapat dilakukan dengan Metode Empiris, Metode Rasional atau Metode Analisis Regresi (IOH).

4) Jika ada data hidrograf banjir dan data hujan durasi pendek pada saat yang sama dengan hidrograf banjir, maka dapat digunakan Metode Hubungan Hujan Limpasan dengan Unit Hidrograf. Kedua jenis data jumlahnya cukup memadai dapat digunakan unit hidrograf pengamatan, jika tidak perlu digunakan unit hidrograf sintetis dengan parameter hasil kalibrasi dari hidrograf pengamatan.

b. Metode Berdasarkan Kebutuhan Analisa

Hanya membutuhkan puncak banjir dapat dilakukan dengan:

1) Analisa frekuensi debit banjir maksimum sesaat dengan data > 20 tahun.
2) Metode Rasional (luas < 0,65 km2).
3) Analisis Regresi (IOH).
4) Membutuhkan hidrograf banjir untuk penelusuran banjir maka digunakan metode pendekatan hubungan hujan limpasan dengan :

5) Unit hidrograf pengamatan;
6) Unit hidrograf pengamatan dan sintetis;
7) Unit hidrograf sintetis (Rasional, SCS, Snyder).
c. Verifikasi
Verifikasi sebaiknya dilakukan apapun metode yang digunakan dan minimnya data yang diperoleh dengan cara mencari data lapangan sebanyak mungkin. Informasi lapangan dapat diperoleh dari penduduk di tempat kejadian yang sudah tinggal cukup lama di daerah tersebut (biasanya orang yang sudah tua) atau dari instansi pemerintah baik kelurahan, kecamatan maupun dinas terkait.  Informasi yang dapat digunakan antara lain :

1) Kejadian banjir yang pernah terjadi yang ditinjau dari :
a) Kekerapan terjadinya banjir misal setiap hujan, setiap lima tahun, setiap sepuluh tahun dan seterusnya. 

b) Lamanya genangan, apakah cepat surut atau membutuhkan waktu lebih lama misal satu hari, tiga hari atau malah satu minggu.

c) Tinggi genangan, informasi ini dapat juga diperoleh dari bekasnya banjir yang dapat berupa garis di rumah penduduk yang menunjukkan frekuensi tinggi (tahunan), atau banyaknya sampah-sampah yang tersangkut di pepohonan sehabis banjir.
d) Luas genangan dapat ditunjukkan dari tinggi genangan yang kemudian dapat di plotkan di peta. Dari peta kasar ini dapat dibuat sketsa peta banjir yang pernah terjadi (periode ulang tertentu) dan banjir tahunannya.

2) Hujan yang menyebabkan banjir dapat diperoleh dari data hujan durasi pendek di daerah studi kalau tidak ada dapat mencari informasi :

a) Jenis hujan rintik-rintik atau intensitas tinggi (deras waktu pendek)

b) Lamanya hujan

c) Hujan merata atau setempat

3) Kalau memungkinkan mempunyai data pengukuran penampang melintang sungai di tempat terjadinya banjir.

Menggunakan data di atas dapat dilakukan verifikasi estimasi debit banjir pada saat kejadian atau banjir desain dengan cara memperkirakan volume banjir dari informasi yang diperoleh dari sketsa peta banjir, tinggi dan lamanya dan mencocokkan dengan hasil analisa apakah terpaut jauh atau mendekati. Selain itu dapat juga dilakukan debit banjir hasil analisa dilewatkan di penampang melintang sungai di lokasi terjadi banjir apakah melimpas sesuai dengan informasi lapangan. Sedangkan informasi hujan dapat digunakan untuk melihat jenis hidrograf apakah berpuncak relatif datar dan waktu dasar panjang untuk hujan rintik-rintik atau berpuncak lebih lancip dan waktu dasar pendek untuk hujan dengan intensitas tinggi. Metode perhitungan besarnya debit banjir desain tersebut diuraikan dan dijelaskan terperinci dalam Standar SK SNI M-18-1989-F, Metode Perhitungan Debit Banjir.  Sedang penentuan besar periode ulang pada debit banjir desain ditentukan dengan Table-1 di bawah.

Tabel   1:     Perioda Ulang Minimum  Banjir Rencana Pengendalian Banjir

	Sistem

Saluran
	Berdasarkan  :

· Tipe proyek pengendalian banjir (sungai)

· Jumlah penduduk (sistem saluran drainase)
	Tahap awal1)
(tahun)
	Tahap akhir1)

(tahun)

	Sungai
	Proyek Mendesak (Emergency Project) 2)
	5
	10

	
	Proyek Baru (New Project) 3)
	10
	25

	
	Proyek Peningkatan (Updating Project) 4)
	
	

	
	Daerah perdesaan/perkotaan penduduk < 2 juta jiwa
	25
	50

	
	Daerah perkotaan penduduk > 2 juta jiwa
	25
	100

	Sistem Saluran Drainase Utama (Luas DPS > 500 ha)
	· Perdesaan

· Perkotaan dg jumlah penduduk < 500 ribu jiwa

· Perkotaan dg jmh pddk 500 ribu – 2 juta jiwa

· Perkotaan dengan jumlah penduduk < 2 juta jiwa
	2

5

5

10
	5

10

15

25

	Sistem Saluran Drainase Sekunder (Luas DPS<500 ha)
	· Perdesaan

· Perkotaan dg jumlah penduduk < 500 ribu jiwa

· Perkotaan dg jumlah pddk  500 ribu – 2 juta jiwa

· Perkotaan dg jumlah penduduk > 2 juta jiwa
	1

2

2

5
	2

5

5

10

	Sistem Saluran Drainase Tersier (Luas DPS<10 ha)
	Perdesaan dan Perkotaan
	1
	2


Sumber : CIDA, 1993

Catatan :

1) Banjir Rencana yang lebih tinggi dapat diterapkan apabila hasil analisa kelayakan ekonomi diperlukan pemakaian banjir rencana yang lebih tinggi atau banjir mengancam terhadap kehidupan manusia.

2) Proyek Mendesak adalah proyek yang dilaksanakan di suatu lokasi rawan banjir dengan tingkat resiko yang dapat mengancam jiwa manusia, tanpa melalui proses studi kelayakan teknik dan studi kelayakan ekonomi

3) Proyek Baru adalah proyek  yang dilaksanakan di suatu lokasi rawan banjir yang sebelumnya belum pernah ada proyek pengendalian banjir atau proyek mendesak yang dilaksanakan di lokasi tersebut.

4) Proyek Peningkatan berupa proyek rehabilitasi dan pengembangan.  Hampir seluruh Proyek Pengembangan Wilayah Sungai dianggap sebagai Proyek Peningkatan.

d. Kriteria Desain Hidraulik

Desain hidraulik bangunan menggunakan rumus hidrolika, metode dan model hidraulik serta atau model matematik. Sifat-sifat aliran pada saluran terbuka umumnya ditentukan berdasarkan persamaan Manning, atau persamaan Chezy.

Simulasi aliran dapat dilakukan dengan menggunakan model matematik, antara lain HEC-2, HEC-RAS, FLUVIA, DUFLOW, DWOPER, MIKE 11, ISIS dan D-1 atau dengan model hidraulik serta SWMM untuk simulasi hujan lokal. Aliran yang melalui bangunan harus ditentukan dengan menggunakan rumus dengan bantuan model matematik atau dengan bantuan model hidraulik fisik.

Rumus-rumus hidrolika dan contoh-contoh pemakaiannya, diuraikan secara rinci dalam literatur-literatur sebagai berikut :

1) Open Channel Hydraulics, Ven te Chow, Mc. Graw-Hill, New York 1959.

2) Design of Small Dams, USBR, Third Edition, 1987.

3) Hydraulic Structures by Smith, C.D., Ed.,1992. dan lain-lain.

e. Kriteria Desain Geoteknik

Kriteria Geoteknik merupakan bagian yang penting pada desain bangunan pengendali banjir. Banyak kasus keruntuhan dan kerusakan bangunan seperti kelongsoran lereng, rembesan, likuifaksi, dan hambatan pelaksanaan bangunan yang berkaitan dengan kurang diperhatikannya kriteria-kriteria geoteknik. 

Kriteria tersebut meliputi kestabilan lereng tanggul, dan penurunan mercu tanggul, rembesan, tekanan keatas, erosi buluh, kelongsoran dan erosi yang besar yang akan mengganggu kestabilan bangunan.

f.  Kriteria Desain Struktur

Standar dan peraturan untuk desain dan pelaksanaan bangunan harus mengacu pada: 
1) Beban rencana yang dipakai harus mengacu pada : Kriteria Perencanaan Bangunan Irigasi –KP-06, 1986 dan Peraturan Muatan Indonesia.

2) Perhitungan stabilitas bangunan harus mempertimbangkan kekuatan tanah fondasi, kestabilan terhadap gaya geser, kestabilan terhadap gaya guling dan gaya tekan keatas (uplift). Faktor keamanan yang cukup besar harus dipenuhi.
3) Spesifikasi bahan dan tegangan ijin harus mengacu pada standar dan peraturan yang berlaku, antara lain : Peraturan Beton Indonesia –NI-2-PBBI, 1971; Standar Spesifikasi Bahan Indonesia A-SNI-05-2919-1991; Standar Spesifikasi Bahan Indonesia  B&C-SKSNI-S-05-1989-F.

g. Kriteria Desain Teknik Persungaian

Langkah awal dari studi kelayakan adalah penyelidikan mengenai kondisi sungainya yang mencakup kondisi geo-morfologi sungai, penyebab banjir, hubungan antara angkutan sedimen dan banjir serta pengaruh akibat dari bangunan yang diusulkan terhadap sungai. Besarnya angkutan sedimen dihitung dengan rumus angkutan sedimen yang ada, antara lain Meyer-Peter-Mueller (MPM), Ackers-White (A-W), Engelund-Hansens (E-H), Van Rijn (VR) dan lain-lain.

h. Kriteria Desain untuk Mengantisipasi Dampak Lingkungan 

Dampak dari proyek pengendalian banjir terhadap lingkungan perlu dipertimbangkan, dengan melakukan studi analisa masalah dampak lingkungan (AMDAL).

i. Kriteria Desain untuk Mengantisipasi Dampak Sosial 

Prinsip dasarnya adalah kehidupan setiap orang yang berdomisili di sekitar proyek sekurang-kurangnya dalam keadaan yang sama, baik sebelum maupun sesudah adanya proyek pengendalian banjir.

j. Kriteria Desain untuk Kelayakan Ekonomi

Untuk menentukan kelayakan ekonomi dan atau tingkat efisiensi ekonomi suatu proyek digunakan 3 (tiga) kriteria ekonomi sebagai berikut :

Tabel 2 :  Tingkat Efisiensi Ekonomi

	Indikator
	Kriteria

	Net Present Value (NPV)
	NPV > 0

	Internal Rate of Return (IRR)
	IRR > tingkat suku bunga pinjaman 

	Net Worth Investment Ratio (N/K)
	N/K>1


k. Desain Bangunan Pengendali Banjir

Sistem pengendalian banjir pada suatu sungai adalah sangat spesifik. Sistem tersebut pada umumnya tidak hanya terdiri dari upaya pembangunan satu jenis bangunan pengendali banjir saja, akan tetapi merupakan kombinasi dari beberapa jenis bangunan pengendali banjir antara lain :

1) Pengaturan Sungai (River Training) dan Normalisasi Alur Sungai.

2) Tanggul Banjir dan Tembok Banjir (Floodwall).

3) Saluran Penyalur Banjir atau Banjir Kanal (Flood Way).

4) Waduk/Kolam Penampung Banjir Sementara (Retarding Basin).

5) Sistem Drainase dan Pompanisasi.
6) Bendungan Pengendali Banjir.

Untuk menentukan sistem pengendalian banjir yang optimum perlu dilakukan analisis, ditinjau dari segi teknis, ekonomi dan lingkungan serta besarnya resiko dengan membandingkan berbagai alternatif kombinasi bangunan pengendali banjir yang layak dan sesuai untuk diterapkan pada sungai yang bersangkutan.

Sebagai contoh untuk upaya pengendalian banjir kiriman dapat berupa salah satu atau kombinasi upaya antara lain:

1) Saluran Banjir Kanal.
2) Alur Sudetan.
3) Normalisasi sungai.
4) Interkoneksi.
5) Retarding basin.
6) Manajemen sistem pengendalian banjir.
Untuk mencegah luapan air dari sungai misalnya : tanggul dan normalisasi sungai, sedangkan untuk mengurangi besarnya volume air dapat dilakukan dengan membuat waduk di hulu sekaligus dapat digunakan untuk penyediaan air berbagai kepentingan.

Upaya mengatasi banjir lokal dapat dilakukan dengan bangunan atau sistem misalnya :

1) Sistem drainase yang memadai.
2) Waduk penampungan.
3) Polder.
4) Pintu dan Pompa. 

5) Manajemen Sistem Pengendalian Banjir Lokal (Storm Water Management).
6) Perencanaan pengendalian banjir ini sebaiknya tidak dilakukan sepotong sepotong tetapi harus dilakukan secara menyeluruh (makro) yang pelaksanaanya dapat dilakukan per sistem (parsial). Untuk banjir lokal perencanaannya harus disesuaikan dengan sistem makronya. 

Parameter-parameter yang perlu ditinjau dalam menetapkan sistem pengendalian banjir pada suatu sungai meliputi :

1) Debit Banjir Sungai

2) Kondisi alur dan daerah pengaliran sungainya;

3) Parameter hidrolis alur sungai;

4) Besarnya kerugian yang diakibatkan banjir.

5) Standar debit banjir desain dan atau debit banjir desain optimum

Untuk melakukan analisa optimasi sistem pengendalian banjir detailnya dapat dilihat pada : Kriteria Desain Bangunan Pengendali Banjir, Pusat Litbang Sumber Daya Air 2002.

l. Berbagai macam bangunan pengendali banjir
1) Pengaturan Sungai dan Normalisasi Alur Sungai

Pengaturan Sungai dan Normalisasi Alur adalah upaya untuk memperbesar kapasitas alur sungai yang meliputi pelurusan tikungan sungai dengan penyudetan, pendalaman dan atau pelebaran alur termasuk pengerukan, mengurangi besarnya koefisien kekasaran, mengendalikan arah aliran dan penanggulangan penggerusan di alur sungai. Tipe bangunan pengaturan sungai dapat dilihat pada Gambar-1, Lampiran 2. 

Dalam merencanakan bangunan pengaturan sungai dan normalisasi alur sungai beberapa kriteria desain yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi, dapat dilihat pada Kriteria Desain Bangunan Pengendali Banjir, Pusat Litbang Sumber Daya Air 2002.

2) Tanggul Banjir dan Tembok Banjir

Tanggul dari timbunan tanah yang dipadatkan atau tembok banjir dari pasangan batu / konstruksi beton bertulang merupakan salah satu bangunan pengendali banjir yang paling praktis dan ekonomis. Tanggul atau tembok banjir banyak digunakan untuk melindungi daerah dataran banjir yang telah berkembang menjadi daerah pemukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain. Pemakaian tanggul dan tembok banjir sebagai bangunan pengendali banjir seringkali dikombinasikan dengan upaya pengaturan dan normalisasi alur sungai untuk menjamin kestabilan tanggul.

Dalam merencanakan tanggul atau tembok banjir terdapat beberapa kriteria desain yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi, dapat dilihat pada Kriteria Desain Bangunan Pengendali Banjir, Pusat Litbang Sumber Daya Air 2002, dan tipikal rencana tanggul dapat dilihat pada Gambar-2, Lampiran 2.

Untuk merencanakan tanggul pengaman air pasang laut, kriteria desain yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi, dapat dilihat pada Kriteria Desain Bangunan Pengendali 
3) Saluran Penyalur Banjir (Saluran Bypass atau Banjir Kanal)

Saluran penyalur banjir adalah saluran buatan yang dibuat atau dibangun untuk menyalurkan sebagian atau seluruh debit banjir dari suatu sungai yang melewati suatu daerah yang harus diamankan dari bencana banjir, dengan percabangan saluran penyalur banjir dan sungai terletak di sebelah udik dari daerah yang diamankan dan muara dari saluran penyalur banjir tersebut bisa terletak di sungai itu sendiri di bagian hilir dari daerah yang diamankan (Saluran Bypass), di sungai lain, di rawa/di danau, atau di pantai (Banjir Kanal).
Pada percabangan sungai dengan saluran penyalur banjir (Saluran Banjir atau Banjir Kanal) harus dilengkapi dengan bangunan pembagi debit banjir yang penempatannya dapat di bagian hulu dari saluran penyalur banjirnya atau di sungai aslinya pada lokasi tidak jauh di hilir percabangan. Pada umumnya Saluran Penyalur Banjir dibuat apabila kapasitas dari sungai alam yang melewati daerah perkotaan/kawasan industri/daerah yang harus terhindar dari banjir, tidak lagi mampu melewatkan debit banjir tanpa menggenangi daerah yang dilaluinya.

Dalam merencanakan saluran penyalur banjir terdapat beberapa kriteria desain yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi, yang dapat dilihat pada Kriteria Desain Bangunan Pengendali Banjir, Pusat Litbang Sumber Daya Air 2002.
4) Tampungan Banjir Sementara

Tampungan Banjir Sementara (Retarding Basin), dibangun memanfaatkan dataran banjir/ rawa di kiri/kanan sungai untuk menampung sebagian atau seluruh debit banjir untuk sementara waktu. Tujuannya mengamankan daerah di hilir yang kemudian apabila banjir di sungainya telah surut maka air dari waduk tersebut dapat dialirkan kembali ke sungai.  

Pada bagian inlet dari waduk perlu dibuat bangunan pelimpah untuk memasukkan air banjir dari sungai ke waduk tersebut dan pada bagian outletnya di sebelah hilir dari lokasi inlet dipasang pintu air yang dapat berupa pintu sorong atau pintu klep untuk mengeluarkan air tampungan waduk kembali ke sungai. Pada musim kemarau areal waduk tersebut apabila terletak dalam kawasan perkotaan dapat dimanfaatkan antara lain sebagai lapangan parkir, taman bermain atau sarana olah raga yang tidak memerlukan bangunan (Out Door) : lapangan tenis, sepak bola, atau apabila areal terletak di kawasan perdesaan, dalam musim hujan areal waduk tersebut dapat dimanfaatkan untuk tambak dan dalam musim kemarau dapat dimanfaatkan untuk pertanian.

Dalam merencanakan tampungan banjir sementara terdapat beberapa kriteria desain yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi, dapat dilihat pada Kriteria Desain Bangunan Pengendali Banjir, Pusat Litbang Sumber Daya Air 2002.

5) Sistem Drainase dan Pompanisasi

Sistem drainase dan pom\panisasi umumnya digunakan untuk mengatasi masalah banjir genangan di suatu daerah dataran banjir yang telah diamankan dari banjir limpasan dari sungai dengan tanggul banjir atau daerah dataran banjir yang letaknya jauh dari sungai alam. Debit Banjir Rencana untuk perencanaan sistem drainase dapat dilihat pada Kriteria Desain Bangunan Pengendali Banjir, Pusat Litbang Sumber Daya Air 2002. Kriteria Desain lainnya sangat tergantung pada kondisi setempat, biaya dan pengaruh lainnya.

6) Sistem Polder
Sistem Polder biasanya dilakukan di daerah rendah dan di perkotaan, sistem polder yang dimaksudkan disini sesuai dengan definisikan pada Bab 2. Sering terjadi kesalahan dalam mendefinisikan Polder, jika ada bangunan pompa, tanggul dan waduk dinamakan polder. Padahal intinya polder adalah sistim yang berdiri sendiri dengan mengendalikan tinggi muka air. Pengendalian tinggi muka air ini dapat dilakukan dengan tanggul, jaringan drainase permukaan dan bawah permukaan, tampungan/waduk, pelimpah, pompa dan atau pintu. 

7) Bendungan Pengendali Banjir
Bendungan pengendali banjir fungsinya hampir sama dengan kolam penampung banjir sementara, akan tetapi volume lebih besar, sehingga selain untuk pengendali banjir, biasanya bendungan tersebut dimanfaatkan sebagai penampung air saat musim hujan, dan digunakan sebagai sumber air saat musim kemarau. Kriteria untuk debit banjir dengan periode ulangnya tergantung dari konsekuensi resiko jika bendungan jebol. Resiko yang dipertimbangkan adalah resiko besar dan resiko kecil yang di tabulasikan pada Tabel 3.

Tabel 3 :     Patokan Banjir Desain dan Kapasitas Pelimpah untuk Bendungan

	Jenis dan Kelas Bendungan 
	Konsekuensi Besar 
	Konsekuensi Kecil

	
	Banjir Desain
	Kapasitas Pelimpah
	Banjir 

Desain
	Kapasitas Pelimpah

	Bendungan Urugan :
(1) < 40 m (rendah)
	Q1000 * dan BMB ** masing-masing dengan tinggi jagaan sesuai standar yang berlaku
	ditentukan dg  penelusuran banjir 

2)   Minimal 15 % debit puncak BMB
	Pilih yang besar antara Q1000 dan 0,5 BMB
	1) ditentukan dengan penelusuran banjir 

2) minimal 15 % debit puncak banjir desain 

	(2) 40-80 m (sedang)
	Q1000 * dan BMB ** masing-masing dengan tinggi jagaan sesuai standar yang berlaku
	1) ditentukan dg penelusuran banjir 

2)    minimal 15 % debit puncak BMB
	Pilih yang besar antara Q1000 dan 0,5 BMB
	1) ditentukan dengan penelusuran banjir 

2) minimal 25 % debit puncak banjir desain

	(3) > 80 m (tinggi)
	Q1000 * dan BMB ** masing-masing dengan tinggi jagaan sesuai standar yang berlaku
	1)   ditentukan dg penelusuran banjir 

2)   minimal 35 % debit puncak BMB
	Pilih yang besar antara Q1000 dan 0,5 BMB
	1) ditentukan dengan penelusuran banjir 

2) minimal 35 % debit puncak banjir desain

	Bendungan Beton 
	Q100***
	Minimal 125 % Q100
	0,5 Q100
	Minimal 125 % x 0,5 Q100


6. Standar, Pedoman, dan Manual yang Digunakan
a) SNI 03 – 2400 – 1991.   Tata Cara Perencanaan Umum Krib di Sungai.

Mengacu Daftar Rujukan:

1) Tata cara Perencanaan Hidrologi dan Hidraulik untuk Bangunan di Sungai. 

Nomor:  SNI. – 1724 – 1989 – F.
2) Metode Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka. 

Nomor: SK SNI  M-17- 1989-F

3) Metode Perhitungan  Debit Banjir  Nomor: SK SNI  M-18- 1989-F, Yayasan LPMB, Bandung.
b) SNI. 03 – 3441 – 1994. Tata cara Perencanaan teknik pelindung tebing sungai dari pasangan batu.

Mengacu Daftar Rujukan:

1) Petunjuk Perencanaan Penenggulangan Longsoran. Nomor SNI. 1962-1990-F.
2) Tata Cara Perencanaan Hidrologi dan Hidraulik untuk bangunan sungai. Nomor: SNI-1724-1989-F.
3) Tata Cara Perencanaan Umum Krib di Sungai. Nomor SNI. 03-2400-1991.
4) Metode Perhitungan debit Banjir. Nomor SNI. 03-2415-1991.

c) SNI. 03 – 2851 – 1992.   Tata Cara Perencanaan teknik bendung penahan sedimen.

Mengacu Daftar Rujukan:

1) Tata cara Perencanaan Hidrologi dan Hidraulik untuk Bangunan di Sungai.

 
Nomor:  SNI. 03 – S724 – 1989 – F

2) Tata cara perencanaan bendung.   

 
Nomor:  SNI. 03 – 1724 – 1989 – F

3) Metode perhitungan debit banjir. 


Nomor:  SNI  03 - 2401- 1991-F

4) Metode analisis dan cara engendalian rembesan air untuk bendungentipe urugan Nomor: R SNI  M- 02- 2002.       

d) Pd T – 11 – 2004 - A.   Pemeliharaan bangunan sungai.

Mengacu Daftar Rujukan:

1) Metode pengukuran debit sungai dan saluran terbuka

  
Nomor: SNI  03-2415-1991

2) Tata cara perencanaan  umum krib di sungai.


Nomor : SNI. 03-2400-1991.

3) Tatacara perencanaan umum bendung


Nomor: SNI. 03-2401-1991

4) Tata cara perencanaan hidrologi dan hidraulik untuk bangunan di sungai


Nomor: SNI. 03-1724-1989.

5) Metode pemilihan pos dukga air di sungai


Nomor: SNI. 03-2526-1991

6) Metode pengukuran debit sungai dan saluran terbuka dengan alat ukur baling-baling


Nomor: SNI. 03-2819-1992

7) Metode pengukuran debit sungai dan saluran terbuka dengan alat ukur pelampung permukaan.


Nomor: SNI. 03-2820-1992

8) Tata cara perencanaan teknik pelindung sungai dari pasangan batu.


Nomor: SNI. 03-3441-1994.

e) ISBN 979-3197-24-2: Kriteria Desain Bangunan Pengendali Banjir, Pusat Litbang Sumber Daya Air tahun 2002.
7. Penutup
Pengendalian banjir dengan upaya struktur (membangun bangunan-bangunan pengendali banjir) mempunyai keterbatasan dan tidak dapat membebaskan dataran banjir dari genangan banjir dan atau limpasan banjir secara mutlak.

Untuk itu masih diperlukan upaya bila terjadi banjir yang lebih besar dari debit banjir desain yang digunakan untuk mendesain bangunan pengendali banjirnya, antara lain dengan melengkapi upaya struktur dengan upaya-upaya non struktur, dalam rangka flood damage management. Antisipasi tersebut untuk kawasan pemukiman padat/kota juga dapat dilakukan dengan membangun tanggul yang tidak jebol bila terlimpasi aliran banjir yang lebih besar dari debit rencananya.
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